SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 027 /Kep.2061-BKAD/2025
TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAN STANDAR BIAYA UMUM

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA BANDUNG,

bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi dan
efektivitas dalam pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja daerah, maka perlu adanya standar harga
satuan dan standar biaya umum sebagai pedoman
dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2026;

bahwa berdasarkan ketentuan BAB III huruf B angka 1
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, standar harga satuan merupakan
harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan
standar harga satuan regional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standar
Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun
Anggaran 2026;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota
Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
347);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2);
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025
Nomor 8)

MEMUTUSKAN:

Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun
Anggaran 2026.
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Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran Il yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

Ketentuan Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan
sebagai penentuan harga atau nilai tertinggi dalam
Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah
Kota Bandung serta acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah
Kota Bandung.

Nilai atau Harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KETIGA sudah termasuk keuntungan dan biaya overhead.
Nilai atau Harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA belum termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
sebesar 11% (sebelas persen), terkecuali alat-alat
kesehatan dan obat-obatan.

Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bandung.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Juli 2025
WALI KOTA BANDUNG
ttd.
MUHAMMAD FARHAN
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